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Jumlah belanja untuk pendidikan dan kesehatan adalah kewajiban Daerah yang diakui●

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu yang
dianggarkan untuk pengeluaran pendidikan dan kesehatan.
Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan●

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan●

melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah
dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji
pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai
penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
Anggaran Kesehatan adalah alokasi anggaran pada fungsi kesehatan yang dianggarkan melalui●

Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran kesehatan melalui transfer ke daerah dan dana
desa, dan alokasi anggaran kesehatan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk atas Pembinaan
Upaya Kesehatan Rujukan, Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang
menjadi tanggung jawab Pemerintah.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
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KEGUNAAN

Untuk mengetahui jumlah belanja disuatu daerah tertentu guna kepentingan pendidikan
dan kesehatan dalam periode tertentu.
 

INTERPRETASI

Sumber Data Diskominfo Kabupaten Pemalang, Halaman 1



Jumlah belanja untuk pendidikan dan kesehatanmenunjukanbelanjadaerah dalam periode tahun
anggaran tertentu yang dianggarkan untuk pengeluaran pendidikan dan kesehatan.
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